LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERIN’
TAHUN 2020

AHUN ANGGARAN 2019

KAWASAN PUSAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN (KP3B)
JL. SYEH NAWAWI! AL-BANTANI PALIMA SERANG




Bismillahirrahmaanirrahim
Assalaamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ini merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
menuju terwujudnya good governance, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat di satu sisi, di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu
peningkatan Kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Banten.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh
anggota organisasi Pemerintah Provinsi Banten yang ada di Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten.
Wassalaamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Januari2021
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IKHTISAR EXSEKUTIF

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama atas
pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Badan Pendapatan Daerah. Laporan
akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja
yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun

2020 Badan Pendapatan Daerah yang telah diperjanjikan.

Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang ditargetkan dalam Renstra
2017-2022 menunjukkan perkembangan hasil yang baik, meskipun beberapa indikator masih
memerlukan kerja keras dan perhatian. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Badan
Pendapatan Daerah sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebesar 90,54%, yang dihitung
berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari seluruh sasaran yang ditetapkan,
dinyatakan ”“memuaskan”. Sasaran dinyatakan “memuaskan |” jika capaiannya 2 80% dari target
yang telah ditetapkan. Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2020, namun
masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Untuk mendukung
capaian kinerja tahun 2020, dengan begitu merebakan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) covid-
19, telah dikeluarkan dana sebesar Rp121.181.705.843,00,- atau 90,18% dari pagu sebesar Rp.
134.372.442.523,00 Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan
sumber daya sebesar 9,37%.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan
yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media
pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas
kinerja serta alat pendorong terwujudnya “Good Governance” dalam
perspektif yang lebih luas. LKIP Provinsi Banten disusun berdasarkan
laporan dari LKIP setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini yang
mendasari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten untuk menyusun

LKIP untuk tahun anggaran 2020

1.1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
adalah sebagai berikut:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Permenpan Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, adalah untuk:
a) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi di mata
instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
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b) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah,
antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi
manajemen secara benar, mulai dari perencanaan Kinerja
hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai
Akuntabilitas di lingkungan instansi;

c) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;

d) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat;

e) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntanbel, sehingga
dapat beroperasi secara efesien, efektif, dan resposif terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai :

1. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan
informasi yang akan dipergunakan juga sebagai bahan masukan
dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Banten;

2. Wujud tertulis pertanggungjawaban instansi kepada pemberi
wewenang dan mandat;

3. Media akuntabilitas instansi, merupakan bentuk perwujudan
kewajiban menjawab yang disampaikan kepada
atasan/pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada
Presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban
kepada masyarakat (Public Accountability);

4. Penerapan prinsip-prinsip “Good Governance” termasuk
penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi
yang bersangkutan, salah satu fungsi manajemen adalah

pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri
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